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ABSTRAK 

Konflik dalam pembangunan wilayah transmigrasi di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya berkaitan 

dengan distribusi lahan dan ketimpangan ekonomi, tetapi juga melibatkan benturan nilai, identitas, dan sistem pengetahuan 

antara masyarakat lokal dan aktor pembangunan. Pendekatan penyelesaian konflik yang bersifat teknokratis dan administratif 

terbukti belum mampu menyentuh akar sosial-kultural konflik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran 

advokasi berbasis kearifan lokal dalam penyelesaian konflik pembangunan wilayah transmigrasi serta implikasinya terhadap 

transformasi kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, dianalisis menggunakan 

Advocacy Coalition Framework (ACF) untuk memahami dinamika aktor, sistem keyakinan, dan proses pembelajaran 

kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal berfungsi tidak hanya sebagai aset budaya, tetapi juga sebagai 

instrumen advokasi yang memiliki legitimasi sosial kuat dalam memengaruhi proses kebijakan. Analisis ACF mengungkap 

adanya dua koalisi utama, yakni koalisi pembangunan berorientasi pertumbuhan dan koalisi berbasis kearifan lokal, yang 

berinteraksi melalui proses pembelajaran kebijakan. Penelitian ini merumuskan model advokasi integratif berbasis kearifan 

lokal yang mencakup tahapan pembingkaian isu, pembangunan koalisi, serta pelembagaan kebijakan. Temuan ini menegaskan 

pentingnya integrasi nilai lokal dalam strategi advokasi sebagai pendekatan yang lebih inklusif, kontekstual, dan berkelanjutan 

dalam penyelesaian konflik pembangunan wilayah transmigrasi. 

 

Kata kunci: advokasi kebijakan, kearifan lokal, konflik transmigrasi, Advocacy Coalition Framework, pembangunan wilayah. 

 

ABSTRACT 
Conflict in the development of transmigration areas in Indonesia is a complex issue that is not only related to land distribution and economic 

inequality, but also involves clashes of values, identities, and knowledge systems between local communities and development actors. Technocratic and 

administrative approaches to conflict resolution have proven unable to address the socio-cultural roots of these conflicts. This study aims to analyze 

the role of local wisdom-based advocacy in resolving conflicts in transmigration area development and its implications for policy transformation. The 

study uses a qualitative approach with a literature review method, analyzed using the Advocacy Coalition Framework (ACF) to understand the 

dynamics of actors, belief systems, and policy learning processes. The results show that local wisdom functions not only as a cultural asset but also as 

an advocacy instrument with strong social legitimacy in influencing the policy process. The ACF analysis reveals two main coalitions, namely the 

growth-oriented development coalition and the local wisdom-based coalition, which interact through the policy learning process. This study formulates 

an integrative advocacy model based on local wisdom that includes the stages of issue framing, coalition building, and policy institutionalization. 

These findings emphasize the importance of integrating local values into advocacy strategies as a more inclusive, contextual, and sustainable approach 

to resolving conflicts in transmigration areas. 
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PENDAHULUAN 

Pada tingkat global, konflik dalam pembangunan wilayah merupakan tantangan yang terus 

meningkat, terutama pada negara berkembang yang menghadapi tekanan pertumbuhan penduduk, 

kebutuhan ruang ekonomi, dan kompetisi atas sumber daya. Di Indonesia, dinamika tersebut tampak 
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jelas dalam program pembangunan wilayah transmigrasi yang dirancang untuk pemerataan penduduk dan 

pemberdayaan ekonomi kawasan. Namun, implementasinya sering menghadapi persoalan serius seperti 

perlindungan lahan, resistensi budaya, dan ketidaksesuaian model pembangunan dengan nilai-nilai lokal. 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konflik dalam program transmigrasi semakin dipicu oleh 

ketimpangan pengelolaan sumber daya, rendahnya inklusi masyarakat lokal dalam perencanaan, dan 

kurangnya adaptasi kebijakan terhadap kearifan lokal (Salim & Ilman, 2023; Salim & Ruslan, 2021). 

Kondisi ini menunjukkan bahwa isu konflik pembangunan transmigrasi merupakan masalah nasional 

yang mendesak, sekaligus berakar kuat pada realitas lokal di kawasan tujuan transmigrasi. 

Penelitian terdahulu telah membahas konflik sosial-ekonomi dalam transmigrasi, peran 

pemerintah daerah, hingga mekanisme formal penyelesaian sengketa. Kajian seperti (Salim & Ilman, 2023; 

Salim & Ruslan, 2021) menekankan pentingnya adaptasi kebijakan terhadap kearifan lokal. Namun, masih 

terbatas penelitian yang secara sistematis mengintegrasikan pendekatan advokasi kebijakan dengan 

kearifan lokal sebagai strategi penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Banyak studi hanya memotret 

kearifan lokal sebagai aset budaya, bukan sebagai kerangka advokasi yang dapat memengaruhi perubahan 

kebijakan. Gap ini menjadi penting karena tanpa integrasi nilai lokal dalam advokasi, penyelesaian konflik 

cenderung bersifat teknokratis dan tidak menyentuh akar sosial-budaya konflik. Dengan demikian, 

diperlukan kajian yang menggali bagaimana kearifan lokal dapat berfungsi sebagai instrumen advokasi 

yang strategis dalam pengelolaan konflik pembangunan transmigrasi. 

Konteks pembangunan wilayah transmigrasi di Indonesia menyediakan lingkungan sosial yang 

kompleks, ditandai oleh pertemuan dua kelompok dengan latar sejarah, budaya, dan kepentingan yang 

berbeda. Banyak wilayah transmigrasi terus mengalami ketegangan sosial akibat perbedaan persepsi 

tentang penguasaan lahan, peran adat, dan pola pembangunan. (Salim & Ilman, 2023) menunjukkan 

bahwa integrasi nilai lokal dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program pembangunan, 

sementara (Rosa et al., 2020) menegaskan efektivitas mekanisme adat dalam menjaga harmoni komunal. 

Oleh karena itu, konteks transmigrasi menjadi lokasi yang relevan untuk meneliti bagaimana kearifan 

lokal dapat digunakan dalam strategi advokasi kebijakan untuk mengurangi konflik dan menghasilkan 

model pembangunan yang lebih adaptif terhadap realitas lokal. 

Penelitian ini berlandaskan pada konsep advokasi kebijakan, kearifan lokal, dan kerangka 

Advocacy Coalition Framework (ACF). Advokasi kebijakan memberikan pemahaman tentang bagaimana 

kelompok masyarakat, termasuk komunitas lokal dan transmigran, dapat mempengaruhi proses 

perumusan kebijakan. Kearifan lokal diposisikan sebagai sumber nilai, norma, dan praktik sosial yang 

mampu mendukung harmoni dan mediasi konflik. Sementara itu, ACF (Nielsen & Riddle, 2009) 

menjelaskan bagaimana berbagai aktor membentuk koalisi berdasarkan kepercayaan, nilai, dan tujuan 

yang sama untuk memengaruhi perubahan kebijakan. Integrasi ketiga konsep ini memberikan kerangka 
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analitis yang komprehensif untuk memahami bagaimana advokasi berbasis nilai lokal dapat 

mentransformasi konflik dan meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan transmigrasi. 

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan baru yang 

mampu menjawab kompleksitas konflik pembangunan transmigrasi melalui strategi advokasi yang lebih 

inklusif dan berbasis kearifan lokal. Kebaruan (novelty) penelitian ini mencakup: (1) integrasi advokasi 

kebijakan dan kearifan lokal sebagai model baru penyelesaian konflik; (2) pendekatan analitis berbasis 

ACF dalam konteks transmigrasi, yang masih jarang dilakukan; dan (3) penyajian studi kasus yang 

memberikan pemahaman empiris mengenai dinamika konflik dan peran nilai lokal dalam transformasi 

kebijakan. Penelitian ini penting dilakukan saat ini karena konflik pembangunan transmigrasi semakin 

meningkat dan membutuhkan pendekatan yang lebih sosial-kultural daripada sekadar solusi formal. 

Berdasarkan urgensi tersebut, studi ini diarahkan untuk menelaah peran advokasi berbasis kearifan lokal 

dalam penyelesaian konflik pembangunan wilayah transmigrasi serta bagaimana pendekatan ini dapat 

memperkuat proses transformasi kebijakan di tingkat lokal maupun nasional. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur sebagai teknik 

utama pengumpulan dan analisis data. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh pemahaman mendalam mengenai dinamika konflik pembangunan wilayah transmigrasi, 

peran kearifan lokal, serta proses advokasi kebijakan dalam subsistem kebijakan publik. Studi literatur 

dipahami sebagai proses sistematis dalam mengidentifikasi, menyeleksi, mengkaji, dan mensintesis 

berbagai sumber ilmiah yang relevan guna membangun kerangka konseptual dan analitis penelitian. 

Sumber data penelitian terdiri atas artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional, buku 

akademik, laporan kebijakan, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

konflik transmigrasi, kearifan lokal, advokasi kebijakan, dan kerangka Advocacy Coalition Framework 

(ACF). Literatur dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) relevansi substansi dengan isu konflik 

pembangunan wilayah transmigrasi; (2) keterkaitan dengan konsep kearifan lokal dan advokasi kebijakan; 

(3) kontribusi terhadap pengembangan teori atau analisis kebijakan publik; serta (4) periode publikasi 

yang relatif mutakhir, terutama dalam rentang tahun 2009–2025, guna memastikan aktualitas perspektif 

teoretis dan empiris. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti 

melakukan pengelompokan literatur berdasarkan tema utama, meliputi konflik pembangunan 

transmigrasi, peran kearifan lokal, dinamika advokasi kebijakan, serta pembelajaran kebijakan. Kedua, 

setiap tema dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola konflik, aktor yang terlibat, 

serta narasi kebijakan yang berkembang. Ketiga, hasil analisis tersebut diinterpretasikan menggunakan 

kerangka Advocacy Coalition Framework (ACF) untuk memetakan subsistem kebijakan transmigrasi, 

mengidentifikasi koalisi advokasi yang terbentuk, sistem keyakinan yang mendasarinya, serta mekanisme 

pembelajaran kebijakan yang mempengaruhi perubahan atau stabilitas kebijakan. Pendekatan deskriptif-
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analitis digunakan untuk mengintegrasikan temuan-temuan literatur dengan kerangka teoretis ACF, 

sehingga memungkinkan peneliti tidak hanya menggambarkan fenomena konflik, tetapi juga menjelaskan 

dinamika relasi aktor, pertarungan nilai, dan proses advokasi dalam konteks kebijakan pembangunan 

wilayah transmigrasi. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penyusunan model konseptual 

advokasi berbasis kearifan lokal sebagai strategi penyelesaian konflik yang lebih kontekstual dan 

berkelanjutan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Konflik Inti dan Keterbatasan Pendekatan Teknokratis 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di wilayah transmigrasi tidak dapat direduksi hanya 

sebagai persoalan perebutan lahan atau ketimpangan ekonomi. Konflik tersebut merepresentasikan 

benturan mendasar antara sistem nilai, pengetahuan, dan cara pengelolaan sumber daya yang berbeda. Di 

satu sisi, kebijakan transmigrasi dijalankan melalui pendekatan pembangunan yang seragam, teknokratik, 

dan administratif. Di sisi lain, masyarakat lokal memandang lahan dan hutan sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari identitas budaya, spiritualitas, dan keberlanjutan hidup mereka. 

Dalam konteks ini, kearifan lokal berfungsi sebagai kerangka utama pemanfaatan sumber daya, 

bukan sekadar sebagai objek ekonomi atau komoditas. Namun demikian, mekanisme penyelesaian 

konflik yang bersifat formal—baik melalui jalur pengadilan maupun mediasi pemerintah—cenderung 

hanya menangani aspek permukaan konflik. Pendekatan tersebut belum menyentuh dimensi relasional, 

kultural, dan nilai yang menopang konflik secara struktural, sehingga berpotensi menimbulkan 

ketidakpuasan lanjutan di tingkat komunitas (Boswell et al., 2024; Weible et al., 2022) 

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa konflik transmigrasi lebih tepat dipahami sebagai 

benturan kerangka keyakinan para aktor dalam subsistem kebijakan, bukan semata-mata sebagai 

persoalan teknis administratif. Ketidakmampuan pendekatan teknokratis dalam membangun legitimasi 

lintas komunitas menunjukkan perlunya perbaikan kebijakan yang mempertimbangkan dimensi budaya 

dan pengetahuan lokal sebagai variabel kunci dalam proses penyelesaian konflik (Radaelli, 2025; Weible 

et al., 2022) 

Kearifan Lokal sebagai Aset Kebijakan dan Instrumen Advokasi 

Penelitian ini menemukan bahwa kearifan lokal memiliki fungsi ganda, yakni sebagai aset 

kebijakan dan sebagai alat advokasi. Secara empiris, prinsip-prinsip budaya lokal—seperti intuisi ekologis 

dalam pengelolaan sumber daya dan konsep keadilan distributif—memiliki potensi substantif untuk 

menjadi dasar penyempurnaan kebijakan transmigrasi agar lebih adaptif terhadap konteks lokal (Guo, 

2022; Weible et al., 2022). 
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Secara normatif, kearifan lokal juga berperan sebagai instrumen advokasi yang memiliki legitimasi 

sosial kuat. Dengan membingkai tuntutan kebijakan melalui nilai-nilai lokal yang diakui—seperti keadilan 

ekologis dan kesejahteraan pangan—masyarakat lokal dan organisasi pendukungnya mampu membangun 

narasi tandingan terhadap diskursus pembangunan yang semata-mata berorientasi pada pertumbuhan 

ekonomi. Strategi ini terbukti efektif dalam memperluas simpati publik serta memperkuat posisi tawar 

koalisi masyarakat lokal dalam arena kebijakan (Kim et al., 2020; Weible et al., 2022) 

Dengan demikian, kearifan lokal tidak lagi sekadar diposisikan sebagai objek pelestarian budaya, 

melainkan sebagai fondasi analitis dan praksis advokasi kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan 

dan partisipasi (Gomel & Rogge, 2020; Weible et al., 2022) 

Dinamika Koalisi Advokasi dalam Kerangka ACF 

Analisis menggunakan Kerangka Koalisi Advokasi (Advocacy Coalition Framework/ACF) 

mengidentifikasi keberadaan dua koalisi utama yang saling berkompetisi dalam subsistem kebijakan 

transmigrasi di lokasi penelitian. Koalisi pertama adalah Development-Centric Coalition, yang terdiri 

atas aktor pemerintah pusat, pelaku usaha skala besar (perkebunan dan kehutanan), serta sebagian 

pemerintah daerah. Koalisi ini berlandaskan sistem kepercayaan yang menekankan pertumbuhan 

ekonomi dan efisiensi administratif, serta cenderung memandang kearifan lokal sebagai hambatan yang 

perlu dimodernisasi atau diintegrasikan secara terbatas ke dalam kebijakan formal (Cairney et al., 2022; 

Radaelli, 2025) 

Sebaliknya, Koalisi Basis Kearifan Lokal terdiri atas masyarakat adat dan lokal, lembaga adat, 

LSM pendamping, akademisi lokal, serta sebagian unsur pemerintah daerah yang berpihak. Sistem 

kepercayaan koalisi ini berpusat pada keberlanjutan ekosistem sosial-ekologis, keadilan distributif, dan 

otonomi pengelolaan wilayah. Dalam koalisi ini, kearifan lokal berfungsi sebagai perekat sosial sekaligus 

sumber utama legitimasi politik (Boswell et al., 2024; Radaelli, 2025; Weible et al., 2022). 

Interaksi antarkoalisi tidak selalu berbentuk konfrontasi terbuka, tetapi juga menghasilkan proses 

pembelajaran kebijakan. Dalam jangka waktu tertentu, koalisi berbasis kearifan lokal berhasil mendorong 

integrasi konsep hutan adat ke dalam perencanaan tata ruang daerah melalui advokasi berbasis data dan 

legitimasi sosial. Proses ini dipicu oleh kebuntuan konflik yang berkepanjangan, yang memaksa koalisi 

development-centric untuk mengakomodasi sebagian nilai lokal, meskipun dalam bentuk yang 

termodifikasi (Boswell et al., 2024; Ma et al., 2020; Weible et al., 2022). 

 

Model Integratif Advokasi Berbasis Kearifan Lokal 

Berdasarkan temuan empiris, penelitian ini merumuskan model advokasi integratif berbasis 

kearifan lokal sebagai strategi transformasi kebijakan transmigrasi. Model ini mencakup tiga tahapan yang 

bersifat berkelanjutan. 
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Tahap pertama adalah artikulasi dan pembingkaian, yaitu proses menerjemahkan nilai-nilai 

kearifan lokal ke dalam tuntutan kebijakan yang konkret dan komunikatif dalam bahasa kebijakan formal. 

Pembingkaian ini berperan penting dalam pembentukan agenda kebijakan karena memungkinkan 

pembuat kebijakan dan publik memahami relevansi nilai lokal dalam konteks pembangunan (Bandelow 

et al., 2025). 

Tahap kedua adalah pembangunan koalisi dan mobilisasi, yang menekankan penguatan 

Koalisi Basis Kearifan Lokal melalui aliansi dengan aktor non-tradisional serta pemanfaatan instrumen 

kebijakan. Koalisi yang kuat terbentuk melalui mobilisasi sumber daya komunitas, pengetahuan yang 

kredibel, serta keterkaitan isu lintas sektor (Bogumil‐Uçan & Klenk, 2021; Brandenberger et al., 2020; 

Weible et al., 2022). 

Tahap ketiga adalah pembelajaran dan pelembagaan kebijakan, yang mendorong terjadinya 

perubahan keyakinan di dalam birokrasi dan arena politik. Proses ini difasilitasi melalui mekanisme 

pembelajaran kebijakan dan pembentukan institusi yang lebih inklusif, sehingga memungkinkan transisi 

dari posisi kebijakan yang eksklusif menuju pendekatan yang lebih adaptif dan partisipatif (Dotti et al., 

2024) 

Pembahasan 

Temuan penelitian ini secara langsung mengisi celah penelitian yang diidentifikasi sebelumnya, 

dengan menunjukkan bahwa kearifan lokal seharusnya diposisikan sebagai subjek aktif dalam advokasi 

kebijakan, bukan sekadar objek pelestarian budaya. Dengan menjadikan kearifan lokal sebagai sumber 

nilai, penyelesaian konflik dapat menyentuh akar permasalahan yang bersifat ideologis dan kultural. 

Perspektif ini sejalan dengan literatur kebijakan publik yang menekankan bahwa pembelajaran kebijakan 

mencakup perubahan kerangka nilai dan identitas aktor, bukan hanya penyesuaian teknis (Radaelli, 2025; 

Weible et al., 2022) 

Relevansi Kerangka Koalisi Advokasi (ACF) 

Penggunaan ACF terbukti relevan dalam menganalisis konflik transmigrasi karena 

memungkinkan pemahaman konflik sebagai persaingan antarkoalisi dengan sistem keyakinan yang 

berbeda. Kerangka ini membantu menjelaskan mengapa kebijakan cenderung stagnan dalam jangka 

panjang dan bagaimana peluang perubahan muncul melalui pembelajaran kebijakan, terutama ketika 

terjadi kebuntuan konflik atau tekanan eksternal (Radaelli, 2025; Weible et al., 2022) 

 

Implikasi Teoretis dan Praktis 

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian kebijakan publik di konteks negara berkembang 

dengan menegaskan pentingnya dimensi budaya dan pengetahuan lokal sebagai variabel analitis dalam 

proses pembuatan kebijakan (Radaelli, 2025; Weible et al., 2022) 
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Secara praktis, model advokasi integratif yang ditawarkan memberikan panduan operasional bagi 

komunitas, pemerintah, dan fasilitator konflik untuk merancang strategi advokasi yang lebih terstruktur, 

kontekstual, dan berkelanjutan. 

Tantangan dan Keterbatasan 

Meskipun memiliki potensi transformatif, advokasi berbasis kearifan lokal tetap menghadapi 

tantangan, terutama risiko ko-optasi oleh aktor yang lebih kuat serta keterbatasan kapasitas organisasi 

lokal dalam berpolitik jangka panjang. Keberlanjutan strategi ini sangat bergantung pada kemampuan 

koalisi berbasis kearifan lokal untuk menjaga konsistensi nilai, memperluas jaringan, dan terlibat secara 

berkelanjutan dalam arena kebijakan. 

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa advokasi berbasis kearifan lokal tidak hanya 

berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang memiliki 

potensi nyata untuk memediasi konflik dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih kontekstual dan 

berkelanjutan (Radaelli, 2025; Weible et al., 2022) 

KESIMPULAN 

Konflik pembangunan wilayah transmigrasi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan 

teknis atau administratif, melainkan sebagai benturan sistem keyakinan, nilai, dan pengetahuan antaraktor 

dalam subsistem kebijakan. Pendekatan penyelesaian konflik yang bersifat teknokratis terbukti memiliki 

keterbatasan karena kurang mempertimbangkan dimensi sosial-budaya yang menjadi fondasi relasi 

masyarakat lokal dengan ruang dan sumber daya. 

Kearifan lokal terbukti memiliki peran strategis sebagai instrumen advokasi kebijakan yang 

mampu membangun legitimasi sosial, memperkuat posisi tawar masyarakat lokal, serta mendorong 

pembelajaran kebijakan lintas aktor. Melalui kerangka Advocacy Coalition Framework (ACF), penelitian 

ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan dalam konteks transmigrasi terjadi melalui interaksi dan 

pembelajaran antarkoalisi, terutama ketika konflik berkepanjangan menciptakan kebuntuan kebijakan. 

Model advokasi integratif berbasis kearifan lokal yang dirumuskan dalam penelitian ini 

menawarkan pendekatan alternatif yang lebih adaptif dan berkelanjutan, dengan menempatkan nilai lokal 

sebagai fondasi pembingkaian isu, pembangunan koalisi, dan pelembagaan kebijakan. Secara teoretis, 

penelitian ini memperkaya kajian kebijakan publik dengan menegaskan pentingnya dimensi budaya 

sebagai variabel analitis dalam proses advokasi dan perubahan kebijakan. Secara praktis, temuan ini 

memberikan panduan bagi pemerintah, komunitas lokal, dan pendamping kebijakan untuk merancang 

strategi penyelesaian konflik transmigrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada 

keberlanjutan jangka panjang. Saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya disarankan untuk 

menggunakan pendekatan empiris, seperti studi kasus lapangan, wawancara mendalam, atau observasi 

partisipatif, guna menangkap secara lebih komprehensif praktik advokasi berbasis kearifan lokal dalam 
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konteks konflik pembangunan wilayah transmigrasi. Pendekatan empiris ini penting untuk memverifikasi 

temuan konseptual yang diperoleh melalui studi literatur serta menggali dinamika aktor dan relasi 

kekuasaan secara langsung di tingkat lokal. 
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